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Annisa Nurjannah Irawan. E0012046. 2017. FUNGSI KOMISI NASIONAL 
HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA 
DITINJAU DARI ASPEK PRINSIP NEGARA HUKUM BERDASARKAN 
UUD 1945 PASCA AMANDEMEN. Fakultas HukumUniversitas Sebelas 
Maret. 
Penelitian hukum ini menganalisis dan mengkaji beberapa permasalahan. 
Pertama, Bagaimana pengaturan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, Apakah fungsi 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tersebut sesuai dengan prinsip negara hukum 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Pasca Amandemen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan 
pendekatan historis. Jenis data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa fungsi Komnas HAM di atur tidak hanya dalam 
satu Undang-Undang, namun terdapat di beberapa Undang-Undang. Kedudukan 
Komnas HAM merupakan lembaga yang tidak berada di bawah lembaga negara 
manapun, namun tetap harus melakukan pertanggungjawaban kepada DPR RI, 
Presiden, dan Mahkamah Agung. Fungsi Komnas HAM sudah sesuai dengan 
prinsip negara hukum, namun karena keterbatasan wewenang menjadikan 
Komnas HAM tidak efektif dalam menjalankan kinerjanya. 















Annisa Nurjannah Irawan. E0012046. 2017. FUNCTION OF THE 
NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION IN HUMAN RIGHTS 
ENFORCEMENT REVIEWED FROM THE ASPECT OF THE LEGAL 
STATE PRINCIPLES BASED ON UUD 1945 (THE CONSTITUTION) 
AFTER AMENDMENT. Faculty of Law Sebelas Maret University 
Surakarta. 
This Legal Research analyzes and examines several issues. First, how to regulate 
the functions of the national human rights in indonesian government structure. 
Secondly,  is the function of the national human rights commission suitable with 
the legal state principles based on  UUD 1945 (constitution of Indonesia) after 
amendment. This research is a normative legal research that is perscriptive with 
the approach of law, conceptual approach and historical approach. The types of 
data collected include primary legal object and secondary legal object.Data 
collection technique used is literature study. Analytical technique used is 
deductive method. The result of the research shows that the function of national 
human rights commission is regulated not only in one ordinance but there are 
several statutes of national human rights commission which are not under any 
state institution, but still have to responsibility by DPR RI, President and Supreme 
Court. The function of national human rights was suitable with the principle of the 
State of law, but because of limited authority makes national human rights 
commission ineffective in doing performance. 
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